BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan dapat diberi batasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing
pakar. Misalnya dari sisi ekologi dan biologi, bahwa hutan adalah komunitas
hidup yang terdiri dari asosiasi dan vegetasi secara umum serta hewan lain ,dalam
komunitas itu tiap individu berkembang tumbuh menjadi dewasa, tua , dan mati.
Lebih lanjut hutan adalah suatu komunitas biologi dari tumbuhan dan hewan yang
hidup dalam suatu kondisi tertentu, berinteraksi secara komplek dengan
komponen lingkungan tak hidup (abiotik) yang meliputi faktor-faktor seperti
tanah,iklim, dan fisiografi. Lebih khusus maka hutan adalah komunitas tumbuhan
yang lebih didomonasi oleh pohon dan tumbuhan berkayu dengan tajuk yang
rapat.’

Adanya keinginan pemerintah untuk terus menyelesaikan masalah
pembalakan liar memang merupakan angin segar dalam penegakan hukum di
negara kita, namun hendaknya diikuti dengan tindakan serius dan sungguh-
sungguh. Jangan hanya sekedar basa-basi kepada rakyat. Pemerintah atau aparat
yang berwenang harus memberikan tindakan tegas kepada pelaku illegal logging.
Karena banyak dari mereka yang terlibat praktik illegal logging adalah orang-

orang yang memiliki kekuatan secara hukum, politik, maupun ekonomi. Artinya

'Frans Wanggai Maanajemen Hutan Pengelolaaan sumber daya hutan secara
berkelanjutan ,PT Gramedia Widia Sarana Indoneia,Jakarta .2019.hal 24 sampai 25

1



banyak pelaku illegal logging memiliki backing yang kuat dilingkaran kekuasaan
sehingga mereka tidak gampang di seret ke pengadilan.

Kemudian berdasarkan data kompas bahwa korupsi kehutanan oleh praktik
industri tambang, kebun dan hutan di perkirakan mencapai Rp 273 triliun.
Evaluasi terhadap kerugian negara pada sumber daya alam ditiga sektor, yaitu
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menunjukan angka yang sangat
fantastis. Catatan kementerian kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan
potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan ditujuh provinsi di
Indonesia di prediksi merugikan negara hampir Rp. 273 triliun?.

Betapa ironisnya kenyataan yang terjadi di Indonesia. Disaat cukong kayu
kaya raya dengan hasil jarahan hutan dan hidup bebas tanpa tersentuh hukum,
sementara masyarakat ditimpa berbagai derita, terutama derita akibat banjir
karena hutan digunduli oleh para pembalak liar. Kalau kita perhatikan saat hujan
mengguyur deras air begitu cepat melimpah. Sementara hutan sudah tidak mampu
lagi menampung derasnya air hujan yang mengalir. Pepohonan yang harusnya
mampu menahan air hujan sudah ditebang oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Akibatnya tidak ada lagi akar yang dapat menahan air dalam
tanah. Bencana longsor dan banjir yang menimpa aceh dan mandailing natal tahun
2006 lalu dapat diduga penyebab utamanya bukan sekedar bencana murni, tapi
terkait rusaknya hutan gunung Leuser yang Kini telah gundul ditebangi oleh

daerah itu tidak memiliki daya tahan lagi.®

2 M Yasir Said, Pidana Kehutanan Indonesia, Hikam Media Utama, Jakarta.2019. Hal 2
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Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan penebangan liar (illegal
logging),kebakaran hutan, dan lahan kegiatan penambangan, peralihan fungsi
hutan, (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri,
penebangan yang tidak lestari. Oleh sebab itu, di Indonesia diperlukan revormasi
penegakan hukum,penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaruan
Undang-Undang atau substansi hukum tapi juga pembaruan struktur hukum dan
pembaruan budaya hukum.*

Dari aspek legal dalam konteks hukum formal, maka hutan adalah suatu
wilayah lahan hutan yang ditetapkan dalam undang-undang kehutanan atau
peraturan lain sebagai hutan ,seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan desa,
hutan adat, dan hutan konservasi. Dengan demikian hutan menurut undang-
undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.> Selain batasan tentang hutan dalam undang-undnag
terdapat beberapa terminologi yang erat berkaitan dengan penegrtian hutan seperti
berikut ini.

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan.

2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah.

3. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

4 M Yasir Said,Pidana Kehutanan Indonesia, Hikam Media Utama, Jakarta.2019. Hal 3
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4. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat.

5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok dalam
memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya.

6. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistem®

Hutan juga merupakan amanah dari tuhan yang harus kita jaga
kelestariannya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kelak anak cucu kita
masih dapat menikmati keasrian hutan kita. Hutan juga merupakan salah satu dari
sekian banyak sumber daya hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi
pembangunan nasional. Namun demikian dalam pemanfaatannya banyak
mengalami ancaman,tantangan hambatan dan gangguan terhadap kelestariannya.

Pemerintah daerah sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada memiliki
kewenangan tertentu di bidang kehutanan. Sebagai kepanjangan tangan
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya
memiliki  peran untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam
penanggulangan pembalakan liar. Maraknya kasus pembalakan liar disebabkan

oleh tingginya permintaan terhadap kayu baik di dalam negeri maupun luar negeri

® Frans Wanggai, Maanajemen Hutan Pengelolaaan sumber daya hutan secara
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yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri kayu. Pada sisi
yang lain, pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana
pembalakan liar masih belum memadai. Sementara dari sisi regulasi masih
terdapat tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
khususnya masalah perizinan. Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah pada
dasarnya memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan pembalakan liar.
Upaya tersebut di antaranya: pertama, perizinan; kedua, pembuatan peraturan
daerah; ketiga, pengawasan; dan keempat, koordinasi dengan instansi terkait.’

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada
tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminology illegal
logging dapat dilihat dari pengertian secara harpiah yaitu dari bahasa inggris.
Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, ilegal artinya tidak sah,
dilarang atau bertentangan dengan hukum. Log dalam bahasa inggris artinya
batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan
membawanya ke tempat gergajian.®

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke
tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari
pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum
yang berlaku, karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak
hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam illegal logging tersebut antara lain :

adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan

7 Suharyono Ar Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat,dan Penegakan hukum dalam
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kayu,penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum
yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Perkembangan struktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke waktu
pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi yang
berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif , dari beberapa
perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer
saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada
dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun
pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga.

Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga menimbulkan
persaingan antar manusia, kerakusanpun terjadi dengan menghalalkan segala cara
untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kejahatan terhadap lingkungan saat
ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, penurunan
angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum,
melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat
kehutanan .Illegal logging tidak satu-satunya kejahatan disektor kehutanan yang
menyebabkan kondisi hutan kritis. Hutan sebagai modal pembangunan nasional
memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia
antara lain :

1. Manfaat Ekologi
Bahwa pembangunan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam



dan lingkungan hidup, memelihara fungsi air tanah,udara,iklim serta
memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

2. Manfaat Sosial Budaya
Hutan sebagai investasi penatagunaan hutan untuk memanfaatkan status
kawasan hutan,memenfaatkan hutan konservasi bagi penyediaan lahan untuk
kepentingan pembangunan serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan
kelestarian tata lingkungan serta untuk melindungi plasma-plasma nutfah ,
keanekaragaman hayati dan ekosistem beserta unsur-unsur untuk
mengembangkan cagar alam.

Dampak penebangan hutan secara ilegal antara lain adalah:

1. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari
terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang.hingga nutisi dalam
tanah mudah menguap.selain itu, hujan dapat menyapu sisa-sisa nutrisi dari
tanah.oleh sebab itu, karena tanah sudah banyak kehilangan banyak nutrisi
maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya d ilahan tersebut manjadi
tidak memungkinkan.

2. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan
secara liar dikarenakan pohon sangat berkontriibusi dalam menjaga siklus air
melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun kemudian
menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan
daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah

dalam proses penyerapan air.



a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari

kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Kawasan hutan

lindung di Kabupaten Lingga ditetapkan di:

a.

kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Kecamatan Lingga dengan
luas kurang lebih 18.640 Ha.

kawasan hutan lindung Gunung Muncung terletak di Kecamatan Singkep
dengan luas kurang lebih 2.120 Ha.

kawasan hutan lindung sebagian Gunung Lanjut terletak di Kecamatan Singkep
Pesisir dengan luas kurang lebih 3.190 Ha.

kawasan hutan lindung di Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang
lebih 430 Ha.

kawasan hutan di Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 220 Ha.
Total keseluruhan kawasan hutan lindung Kabupaten Lingga adalah kurang

lebih 28.950 Ha.

b. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi geoligi dan morfologi ruang,
kawasan rawan bencana di Kabupaten Lingga meliputi: .
a. Daik, (b) Kecamatan Lingga Timur di sekitar Desa Pekaka, (c) Kecamatan
Lingga Utara di sekitar Desa Bukit Harapan, Desa Resun, Desa Linau, dan
Desa Limbung,dan (d) Kecamatan Senayang di sekitar Desa Cempa, Desa

Laboh, dan Kelurahan Senayang.



c. Tentang Wilayah Lingga Kabupaten Lingga

Secara tata ruang daerah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
mempunyai luas wilayah daratan dan laut berdasarkan dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.®

Berdasarkan UU RI daerah Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah
daratan dan lautan mencapai 211.772 km? dengan luas wilayah daratan 2.117,72
km? (1 %) dan lautan 206.654 Km? (99%), dengan jumlah pulau 521 buah pulau
kecil dan besar, juga 447 buah pulau yang diantaranya belum berpenghuni.
Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar
45.508,66 Km? yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.135,51 Km? (4,81%), dan
lautan sebesar 33.273,15 Km? (97,09%). Secara administrasi, pemerintahan
Kabupaten Lingga berdiri dari 5 Kecamatan (Kecamatan Singkep, Kecamatan
Singkep Barat, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan
Senayang) dan 59 Desa/Kelurahan.°

Limbung adalah salah satu dari sekian banyak desa yang ada di wilayah
kecamatan Lingga Utara, merupakan Kabupaten Lingga, provinsi Kepulauan
Riau, dengan jumlah penduduk 9.502 jiwa. Limbung mempunyai kode wilayah
menurut kemendagri 22.04.05.2004. Dengan luas wilayah hutan kurang Lebih

220 Ha, Hutan Produksi dengan luas kurang lebih 4.690 ha,!'dari segi jenis

°Kabupaten lingga, Geografi dan Demografi, https://linggakab.go.id/geografi-dan-demografi/ di
akses pada tanggal 15 maret 2022, pada pukul 20.04 wib.

10 Ibid. Geografi dan Demografi https://linggakab.go.id/geografi-dan-demografi,
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ataupun kualitas. Dalam Rencana peraturan jangka menengah kabupaten lingga
Berdasarkan hasil analisa terhadap kondissi geoligi dan morfologi ruang, daerah
rawan terkena bencana tanah longsor di Kabupaten Lingga meliputi wilayah
Kecamatan Lingga Utara di sekitar Desa Bukit Harapan, Desa Resun, Desa Linau,
dan Desa Limbung.?

Letak Jarak antar Desa Limbung dengan pusat pemerintahan Kabupaten
Lingga, Kota Daik, sekitar 37 kilometer bias kita tempuh melalui jalur darat . akan
tetapi kondisi jalan semakin parah, sehingga pada saat turun hujan akan susah
untuk keluar dari desa untuk menuju kabupaten Kota Daik dan juga desa yang
ada di sekitarnya. Desa Limbung berbatasan langsung dengan Kecamatan
Senayang yang terletak di sebelah utara, Desa Keton, Desa Sungai Pinang, dan
juga Desa Bukit Harapan berada di sebelah selatan, Desa Pekake diterletak
sebelah barat, dan Desa Telok berada di sebelah timur dilihat dari Peta Desa
Limbung. Pada struktur organisasi pemerintahan di Desa Limbung, desa ini
terbagi atas tiga dusun yakni Dusun Centeng, Dusun Senempek, dan Dusun Linau.
. Keadaan Sumber Daya Limbung

Sumber daya darat yang ada di Desa Limbung mencakup hutan primer,
perkebunan keras, dan pertambangan. Pada saat ini kondisi hutan primer semakin
berkurang dengan adanya pembalakan kayu yang cukup tinggi, terutama pada saat
pembukaan hutan untuk daerah transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.
Kondisi ini makin parah dengan adanya penebangan liar, baik dilakukan oleh
perusahaan maupun masyarakat, yang kayunya dijual ke luar Desa Limbung.

Selain itu, penduduk pun memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk pembuatan

12 RPJMD kabupaten lingga 2016-2021 ,bab 2 gambaran umum kondisi daerah,hal 17
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tiang pancang kelong bilis dan papan untuk dinding rumah penduduk. Akhir-akhir
ini memang telah dilakukan berbagai tindakan terhadap penebang liar, namun
kondisi hutan sudah parah dan kayunya pun makin menipis.*®

Sumber daya darat yang ada di Desa Limbung mencakup hutan primer,
perkebunan keras, dan pertambangan. Pada saat ini kondisi hutan primer semakin
berkurang dengan adanya pembalakan kayu yang cukup tinggi, terutama pada saat
pembukaan hutan untuk daerah transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.
Kondisi ini makin parah dengan adanya penebangan liar, baik dilakukan oleh
perusahaan maupun masyarakat, yang kayunya dijual ke luar Desa Limbung.
Selain itu, penduduk pun memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk pembuatan
tiang pancang kelong bilis dan papan untuk dinding rumah penduduk. Akhir-akhir
ini memang telah dilakukan berbagai tindakan terhadap penebang liar, namun
kondisi hutan sudah parah dan kayunya pun makin menipis.**

Hutan merupakan paru-paru dunia kita sebagai warga Negara yang baik
seharusnya selalu menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup bangsa dan
Negara. Namun pelaku illegal logging di kabupaten lingga salah satu nya di desa
limbung kecamatan lingga utara masih marak terjadi. Penebangan liar dilakukan
oleh oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan Pribadi dengan membabat
hutan tanpa perhitungan. Ini bisa menjadi ancaman akan kerusakan hutan yang
mengakibatkan rusaknya ekosistem mahluk hidup dan populasi nantinya. Tapi

anehnya Petugas setempat seperti tutup mata dan tidak melakukan tindakan apa-

13 Haning Romdiati Sri Sunarti Purwaningsih,Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa
Limbung Lingga Utara Kabupatan Lingga,Coremap Lipi pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga IImu Pengetahuan Indoneesia.2008 hal 13
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apa terhadap para pembalak liar tersebut. Padahal para pelaku bias dikatakan
secara terang-terangan menumpukan hasil hasil penebangan itu ke pelabuhan desa
limbung kecamatan lingga utara yang kemudian di muat ke kapal muatan yang
sudah menunggu dan kemudian di bawa ke tanjungpinang dan batam dengan
jumlah yang diperkirakan puluhan ton. Berdasarkan kasus yang sudah peneliti
jelaskan di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya yang
dilakukan oleh aparat dalam penanggulangan illegal logging di kecamatan lingga
utara tepatnya di Limbung .dikarenakan masih ada nya kasus illegal logging di
daerah Kabupaten Lingga. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul
“Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Desa Limbung
Kabupaten Lingga”’
1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana illegal logging di Wilayah
Desa Limbung Kabupaten Lingga?
2. Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam
penanggulangan tindak pidana illegal logging di Desa Limbung Kabupaten

Lingga?
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1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana Penanggulangan Tindak pidana Illegal
Logging di wilayah desa Limbung Kabupaten Lingga.
b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi aparat penegak
hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di wilayah
Desa Limbung Kabupaten Lingga.
1.3 Manfaat Penelitian
Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat dari
penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis berlatar dari penelitian verifikatif, untuk mengecek
teori yang sudah ada. Apakah memperkuat atau menggugurkan teori
tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasaan atau
keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga di lakukan penyelidikan
kembali  secara empiris.® Dan manfaat teoritis dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Tindak Pidana Illegal
Logging.
b. Manfaat Praktis
Adalah manfaat yang berguna memecahkan masalah praktis dan

biasanya tidak hanya untuk satu subjek bisa berguna untuk lebih dari satu

Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi penelitian, CV Budi Utama.
Yogyakarta.2018. hal 57
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subjek.*®dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tolak ukur
aparat penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Illegal

Logging di wilayah Desa Limbung Kabupaten Lingga.
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